
SURATPESANAN 

 SATUAN KERJA PEJABAT 
 PENANDATANGAN/PENGESAHAN 
 TANDA BUKTI PERJANJIAN : 
 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 
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Yangbertandatangandibawahini: 

 
UDLILIMANZUL,S.T 

KuasaPenggunaAnggaran 

SekretariatDPRD,Jl.KhatibSulaimanNo.28Padang&-KotaPadang-Sumatera Barat 

selanjutnyadisebutsebagaiPejabatPenandatangan/PengesahanTandaBukti 

Perjanjian; 

 
ASRIZAL 

DirekturCVSAYANNA 

Jln Hos Cokroaminoto No : 2 Padang 

selanjutnyadisebutsebagaiPenyedia; 

 
untukmengirimkanbarang denganmemperhatikanketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

 

RincianBarang 

 
DaftarProdukPAKETLTN-P2404-8973330 

 
TERBILANG:SembilanRatusEnamPuluhDuaJutaDuaRatusRibuRupiah 

 

SYARATDANKETENTUAN: 

1. HakdanKewajiban 

a. Penyedia 

1. Penyediamemilikihakmenerimapembayaranataspembelian 

barangsesuaidengantotalhargadanwaktuyangtercantumdi dalam 

SP ini. 
2. Penyediamemilikikewajiban: 

a. tidakmembuatdan/ataumenyampaikandokumendan/atau 

keterangan lainyang tidakbenaruntukmemenuhi persyaratan 

Katalog Elektronik; 

b. tidakmenjual barang melaluie-Purchasinglebih mahaldari 

hargabarangyangdijualselainmelaluie-Purchasingpada 

periodepenjualan,jumlah,dantempatsertaspesifikasi teknis 

dan persyaratan yang sama; 



c. mengirimkanbarangsesuaispesifikasidalamSPini selambat-

lambatnyapada(tanggal/bulan/tahun)sejakSPini diterima oleh 

Penyedia; 

d. bertanggungjawabataskeamanan, kualitas, dankuantitas 

barang yang dipesan; 

e. mengganti barang setelah Pejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmelalui 

PejabatPelaksanaTeknisKegiatanmelakukanpemeriksaan 

barang dan menemukan bahwa: 

1. barangrusakakibatcacatproduksi; 

2. barangrusakpadasaat pengirimanbaranghingga 

barang diterima oleh Pejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian; 

dan/atau 

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi 

barang sebagaimana tercantum pada SP ini. 

f. memberikanlayanantambahanyangdiperjanjikanseperti 

instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada); 

g. memberikanlayananpurnajualsesuaidenganketentuan 

garansi masing-masing barang. 

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI 

PERJANJIAN 

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

memiliki hak: 

a. menerimabarangdariPenyediasesuaidenganspesifikasi yang 

tercantum di dalam SP ini. 
b. mendapatkanjaminankeamanan,kualitas,dankuantitas 

barang yang dipesan; 

c. mendapatkanpenggantianbarang,dalamhal: 

1. barangrusakakibatcacatproduksi; 

2. barangrusakpadasaat pengirimanbaranghingga 

barang diterima oleh Pejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian; 

dan/atau 

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi 

barang sebagaimana tercantum pada SP ini. 

d. Mendapatkanlayanantambahanyangdiperjanjikanseperti 

instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada); 

e. Mendapatkanlayananpurnajualsesuaidenganketentuan 

garansi masing-masing barang. 
2. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian memiliki 

kewajiban: 

a. melakukanpembayaransesuaidengantotalhargayang 
tercantum di dalam SP ini; dan 

b. memeriksakualitasdankuantitasbarang; 



c. memastikanlayanantambahantelahdilaksanakanoleh 

penyediasepertiinstalasi,testing,danpelatihan(apabila ada). 

 
2. WaktuPengirimanBarang 

Penyediamengirimkanbarangdanmelaksanakanlayanansesuaispesifikasi dalam 

SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 04 bulan April tahun 2024. 

 
3. AlamatPengirimanBarang 

Penyediamengirimkanbarangkealamatsebagaiberikut: 

SekretariatDPRD,Jl.KhatibSulaimanNo.28Padang -KotaPadang-Sumatera Barat 

 
4. TanggalBarangDiterima 

Barangditerimaselambat-lambatnyapadatanggal05April2024 

 
5. Penerimaan,Pemeriksaan,danReturBarang 

a. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmelalui 

PPHPmenerimabarangdanmelakukanpemeriksaanbarang berdasarkan 

ketentuan di dalam SP ini. 

b. Dalamhalpadasaatpemeriksaanbarang,Pejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian menemukan bahwa: 

1. barangrusakakibatcacatproduksi; 

2. barangrusakpadasaatpengiriman baranghinggabarangditerima oleh 

PejabatPenandatangan/Pengesahan Tanda BuktiPerjanjian; 

dan/atau 

3. barangyangditerimatidaksesuaidenganspesifikasibarang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat 

menolakpenerimaanbarangdanmenyampaikanpemberitahuantertulis 

kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut. 

c. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiandapat 

memintaTimTeknisuntukmelakukanpemeriksaanatauujimutu terhadap 

barang yang diterima. 

d. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiandapat 

memerintahkanPenyediauntukmenemukandanmengungkapkancacat 

mutusertamelakukan pengujianterhadap barang yangdianggapPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmengandungcacat 

mutu atau kerusakan. 

e. Penyediabertanggungjawabatascacatmutuataukerusakanbarang 

denganmemberikanpenggantianbarangselambat-lambatnya4(empat) hari 

kerja. 



6. Harga 

1. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmembayar 

kepadaPenyediaataspelaksanaanpekerjaansebesarhargayang tercantum 

pada SP ini. 

2. HargaSPtelahmemperhitungkankeuntungan,pajak,biayaoverhead, biaya 

pengiriman,biaya asuransi, biaya layanantambahan (apabila ada) dan 

biaya layanan purna jual. 

3. RincianhargaSPsesuaidenganrincianyangtercantumdalamdaftar kuantitas 

dan harga. 

7. Perpajakan 

Penyediaberkewajibanuntukmembayarsemuapajak,bea,retribusi,dan 

pungutanlainyangsahyangdibebankanolehhukumyangberlakuatas 

pelaksanaanSP.Semuapengeluaranperpajakaninidianggaptelahtermasuk dalam 

harga SP. 

 
8. Pengalihandan/atausubkontrak 

a. PengalihanseluruhKontrakhanyadiperbolehkandalamhalterdapat 

pergantiannamaPenyedia,baiksebagaiakibatpeleburan(merger), 

konsolidasi, atau pemisahan. 

b. PengalihansebagianpelaksanaanKontrakdilakukandenganketentuan 
sebagai berikut: 

1. Pengalihansebagian pelaksanaanKontrakuntuk barang/jasa yang 

bersifatstandardilakukanuntukpekerjaansepertipengiriman 

barang(distribusibarang)dariPenyediakepada 

Kementerian/Lembaga/SatuanKerjaPerangkatDaerah/Institusi; dan 

2. PengalihansebagianpelaksanaanKontrakdapatdilakukanuntuk 

barang/jasayangbersifattidakstandarmisalnyauntukpekerjaan 

konstruksi(minor),pengadaanambulans,readymix,hotmixdan lain 

sebagainya. 

 
9. PerubahanSP 

a. SPhanyadapatdiubahmelaluiadendumSP. 

b. PerubahanSPdapatdilakukanapabiladisetujuiolehparapihakdalamhal 

terjadiperubahanjadwalpengirimanbarangataspermintaanPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianataupermohonan 

Penyediayangdisepakati olehPejabatPenandatangan/Pengesahan Tanda 

Bukti Perjanjian. 

 
10. PeristiwaKompensasi 

a. PeristiwaKompensasidapatdiberikankepadapenyediadalamhal 
penyediaterlambatmenyelesaikanpekerjaandisebabkanolehkeadaan 

tertentuyangditentukanolehPejabatPenandatangan/PengesahanTanda 

Bukti Perjanjian. 



b. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmemberikan 

kompensasi setelahpenyediamemberikanpenjelasantertulisyang disertai 

dengan data pendukung yang cukup. 

 
11. HakAtasKekayaanIntelektual 

a. Penyediaberkewajibanuntukmemastikanbahwabarangyang 

dikirimkan/dipasoktidakmelanggarHakAtasKekayaanIntelektual(HAKI) 

pihak manapun dan dalam bentuk apapun. 

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat 
Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiandariatauatassemua 

tuntutan,tanggungjawab,kewajiban,kehilangan,kerugian,denda, 

gugatanatautuntutanhukum,prosespemeriksaanhukum,danbiaya 

yangdikenakanterhadapPejabatPenandatangan/PengesahanTanda 

BuktiPerjanjiansehubungandenganklaimataspelanggaranHAKI, 

termasukpelanggaranhakcipta,merekdagang,hakpaten,danbentuk HAKI 

lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. 

 
12. JaminanBebasCacatMutu/Garansi 

a. Penyediadenganjaminanpabrikandariprodusenpabrikan(jikaada) 

berkewajibanuntukmenjaminbahwaselamapenggunaansecarawajar 

olehPejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian,Barang 

tidakmengandungcacatmutuyangdisebabkanolehtindakanatau 

kelalaianPenyedia,ataucacatmutu akibatdesain,bahan,dancarakerja. 

b. Jaminanbebascacat mutuiniberlakusampaidengan12(duabelas) 

bulansetelahserahterimaBarangataujangkawaktulainyangditetapkan dalam 

SP ini. 

c. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianakan 

menyampaikanpemberitahuancacatmutukepadaPenyediasegera setelah 
ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. 

d. TerhadappemberitahuancacatmutuolehPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian,Penyedia 

berkewajibanuntukmemperbaikiataumenggantiBarangdalamjangka waktu 

yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 

e. JikaPenyediatidakmemperbaikiataumenggantiBarangakibatcacat 

mutudalamjangkawaktuyangditentukan,makaPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianakanmenghitung biaya

 perbaikan yang diperlukan dan Pejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiansecaralangsung 

ataumelaluipihakketigayangditunjukolehPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianakanmelakukan 

perbaikantersebut.Penyediaberkewajibanuntukmembayarbiaya 

perbaikanataupenggantiantersebut sesuai denganklaimyang diajukan 

secaratertulisolehPejabatPenandatangan/PengesahanTandaBukti 

Perjanjian.BiayatersebutdapatdipotongolehPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiandarinilaitagihan 

Penyedia. 



13. Pembayaran 

a. pembayaranprestasihasilpekerjaanyangdisepakatidilakukanoleh 

PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian,dengan 

ketentuan: 

1. penyediatelahmengajukantagihan; 

2. pembayarandilakukandengansekaligusdannontunai;dan 

3. pembayaranharusdipotongdenda(apabilaada)danpajak. 

b. pembayaranterakhirhanyadilakukansetelahpekerjaanselesai100% (seratus 

perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan. 

c. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmelakukan 

proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7(tujuh) 

harikerjasetelah PPK menilaibahwa dokumen pembayaran lengkapdan 

sah. 

 
14. Sanksi 

a. Penyediadikenakansanksiapabila: 

1. Tidakmenanggapipesananbarangselambat-lambatnya3(tiga) hari 

kerja; 

2. Tidakdapatmemenuhipesanansesuaidengankesepakatan 

dalamtransaksimelaluie-PurchasingdanSPinitanpadisertai alasan 

yang dapat diterima; dan/atau 

3. menjualbarangmelaluiprosese-Purchasingdenganhargayang 

lebihmahaldarihargaBarang/Jasayangdijualselainmelaluie- 

Purchasingpadaperiodepenjualan,jumlah,dantempatserta 

spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. 

b. Penyediayangmelakukanperbuatansebagaimanadimaksuddalamhuruf a 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

1. peringatantertulis; 
2. denda;dan 

3. pelaporankepadaLKPPuntukdilakukan: 

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e- 

Purchasing;atau 

b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e- 

Catalogue). 

c. TataCaraPengenaanSanksi 

PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjianmengenakan 

sanksisebagaimanadimaksuddalamhurufadanhurufbberdasarkanketentuan 

mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentange- 

Purchasing. 

 
15. PenghentiandanPemutusanSP 

a. PenghentianSPdapatdilakukankarenapekerjaansudahselesaiatau terjadi 

Keadaan Kahar. 

b. PemutusanSPolehPejabatPenandatangan/PengesahanTandaBukti 

Perjanjian 



1. PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiandapat 

melakukan pemutusan SP apabila: 

a. kebutuhanbarang/jasatidakdapat ditundamelebihibatas 

berakhirnya SP; 

b. berdasarkan penelitian Pejabat 
Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian, 

Penyediatidakakanmampumenyelesaikankeseluruhan 

pekerjaanwalaupundiberikankesempatansampaidengan 

50(limapuluh)hari kalendersejakmasaberakhirnya 
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

c. setelahdiberikankesempatanmenyelesaikanpekerjaan 

sampaidengan50(limapuluh)harikalendersejakmasa 

berakhirnyapelaksanaanpekerjaan,PenyediaBarang/Jasa 

tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 

d. Penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanakan 

kewajibannyadantidakmemperbaikikelalaiannyadalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 

e. PenyediaterbuktimelakukanKKN,kecurangandan/atau 
pemalsuandalamprosesPengadaanyangdiputuskanoleh 

instansi yang berwenang; dan/atau 

f. pengaduantentangpenyimpanganprosedur,dugaanKKN 

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan 

pengadaan dinyatakanbenarolehinstansi yangberwenang. 

2. PemutusanSPsebagaimanadimaksudpadaangka1)dilakukan 

selambat-lambatnya7(tujuh)harikerjasetelahPejabat 

Penandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjian 

menyampaikanpemberitahuanrencanapemutusanSPsecara tertulis 

kepada Penyedia. 

 
c. PemutusanSPolehPenyedia 

1. PenyediadapatmelakukanpemutusanKontrakjikaterjadihal-hal 

sebagai berikut: 

a. akibatkeadaankaharsehinggaPenyediatidakdapat 

melaksanakanpekerjaansesuaiketentuanSPatau adendum 

SP; 

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

gagal mematuhikeputusan akhir penyelesaian perselisihan; 

atau 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

tidakmemenuhikewajibansebagaimanadimaksuddalam SP 
atau Adendum SP. 

2. PemutusanSPsebagaimanadimaksudpadaangka1)dilakukan 

selambat-lambatnya5(lima)kerjasetelahPenyedia 

menyampaikanpemberitahuanrencanapemutusanSPsecara 

tertuliskepadaPejabatPenandatangan/PengesahanTandaBukti 

Perjanjian. 



16. DendaKeterlambatanPelaksanaanPekerjaan 

Penyediayangterlambatmenyelesaikanpekerjaandalamjangkawaktu 

sebagaimanaditetapkandalamSPinikarenakesalahanPenyedia,dikenakan denda 

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga 

sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan. 

 
17. KeadaanKahar 

a. Keadaan Kahar adalah suatukeadaanyang terjadi diluar kehendakpara 

pihak dantidakdapatdiperkirakansebelumnya, sehinggakewajiban yang 

ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi. 

b. DalamhalterjadiKeadaanKahar,Penyediamemberitahukantentang 

terjadinyaKeadaanKaharkepadaPejabatPenandatangan/Pengesahan 

TandaBuktiPerjanjiansecaratertulisdalamwaktuselambat-lambatnya 

14(empatbelas)harikalendersejakterjadinyaKeadaanKaharyang 

dikeluarkanolehpihak/instansiyangberwenangsesuaiketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. TidaktermasukKeadaanKaharadalahhal-halmerugikanyang disebabkan 

oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 

d. Keterlambatanpelaksanaanpekerjaanyangdiakibatkanolehterjadinya 

Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. 

e. SetelahterjadinyaKeadaanKahar,parapihakdapatmelakukan kesepakatan, 

yang dituangkan dalam perubahan SP. 

 
18. PenyelesaianPerselisihan 

PejabatPenandatangan/PengesahanTandaBuktiPerjanjiandanpenyedia 

berkewajibanuntukberupayasungguh-sungguhmenyelesaikansecaradamai 

semuaperselisihanyangtimbuldariatauberhubungandenganSPiniatau 

interpretasinyaselamaatausetelahpelaksanaanpekerjaan.Jikaperselisihan 

tidakdapatdiselesaikansecaramusyawarah makaperselisihanakan 

diselesaikanmelalui arbitrase,mediasi, konsiliasi ataupengadilan negeri dalam 

wilayah hukum Republik Indonesia. 

 
19. LaranganPemberianKomisi 

PenyediamenjaminbahwatidaksatupunpersonilsatuankerjaPejabat 

Penandatangan/Pengesahan Tanda BuktiPerjanjian telahatauakanmenerima 

komisi dalam bentuk apapun(gratifikasi) atau keuntungantidaksah lainnyabaik  

langsungmaupuntidaklangsungdariSPini.Penyediamenyetujuibahwa pelanggaran 

syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasarterhadapSP ini. 

 
20. MasaBerlakuSP 

SPiniberlakusejaktanggalSPiniditandatanganiolehparapihaksampai dengan 

selesainya pelaksanaan pekerjaan. 



 


